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Abstract: The Civic Education Policy in the Reform Era in Indonesia. This paper
presents a preliminary study on civic education in the national educational policy
during the reform era since 1998 in Indonesia. The reform movement has impacts
on the reform of national education. Civic education has entered the changing para-
digm to build good citizens. In the old paradigm, civic education mainly served the
political regime hegemony. Civic education was reduced to value or character
education per se. The politics of education in the new era has shifted the paradigm
of civic education into the standardization according to democratic citizenship
education norms. Civic education focuses more on how the competent teachers

transform democratic values democratically.
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PENDAHULUAN

Studi Hosen (2003) terhadap refor-
masi politik dan hukum pada peme-
rintahan Presiden B.J. Habibie (1998-
1999) menunjukkan bahwa upaya refor-
masi kehidupan politik, hukum, dan
pemerintahan yang bersih telah dilaku-
kan dengan intensif. Upaya tersebut ke-
mudian membuahkan hasil berupa re-
formasiundang-undangtentanghak asa-
si manusia (HAM), yang mendukung
“rule of law,” dan proses politik, serta
hukum yang mendukung terbentuknya
*“good governance” seperti pemberantas-
an korupsi (Hosen, 2003:202).

Dalam kawasan pendidikan, lahir-
nya Undang-Undang Rl No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal telah membawa dampak besar da-
lam reformasi pendidikan nasional itu
sendiri. Di bidang pendidikan kewarga-
negaraan, dan umumnya dalam kuriku-

lum pendidikan formal di sekolah dasar
hingga menengah, reformasi tidak ha-
nyaterbatas dalam substansi kajian, me-
tode, dan sistem penilaiannya. Pemba-
haruan pendidikan kewarganegaraan
telah bergeser kepada paradigma pem-
bentukan warga negara demokratis se-
bagaimana idealitas universal dari misi
pendidikan kewarganegaraan itu sendi-
ri. Sebagaimana telah diketahui, bahwa
paradigma pendidikan kewarganegara-
an di Indonesia selama lebih dari tiga
dekade era Orde Baru lebih banyak me-
nitikberatkan kepada pembentukan ka-
rakter kepatuhan warga negara (siswa)
terhadap tafsir resmi rezim politik. Ke-
patuhan warga negaraterhadap tafsir re-
zim (pemerintah) dianggap sebagai ke-
bajikan atau keutamaan warga negara
(civic virtues) yang dilekatkan pada misi
pendidikan kewarganegaraan ketika itu.
Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan
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hipokrisi (kemunafikan) antara wacana
dengan tindakan kewargaan (civic action)
yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran
keutamaan tindakan kewargaan sebagai
akibat “kemunafikan” tadi ialah lebih
banyak dipengaruhi oleh faktor ekster-
nal, seperti tekanan dan kepentingan
politik serta ekonomi dalam jabatan
publik sehingga tindakan kewargaan
yang ditampilkan seorang individu cen-
derung bersifat semu.

Penggambaran warga negara yang
patuh, hegemoni tafsir dan wacana dari
negara terhadapwarga negara, serta mi-
nimnya peluang budaya kritis dalam
hubungan masyarakat kewargaan (civil
society) dengan masyarakat politik (ne-
gara), pada gilirannya telah membentuk
budaya politik kewargaan yang tidak
kondusif terhadap sistem politik demo-
krasi. Dalam lingkup pendidikan kewar-
ganegaraan pada era Orde Baru, anali-
sis Kalidjernih (2005:360) terhadap wa-
cana kewarganegaraan dalam buku-
buku teks Pendidikan Pancasila dan Ke-
warganegaraan (PPKn) terbitan resmi
Departemen Pendidikan Pendidikan dan
Kebudayaan bekerjasama dengan BP-7
menunjukkan bagaimana kuatnya ke-
pentingan rezim membentuk warga ne-
gara. Buku-buku teks pendidikan ke-
warganegaraan tersebut sebagai buku
wajib di sekolah menggambarkan kuat-
nya konsep ideologi negara, konstitusi
nasional dan ide negara integralistik, se-
bagai suatu prinsip panduan dalam ke-
hidupan berbangsa menurut tafsir re-
zim (Kalidjernih, 2005: 360).

Bertolak dari latar belakang tersebut,
artikel ini mengkaji politik kebijakan
pendidikan kewarganegaraan era refor-
masi di Indonesia. Fokus utama tulisan

ini ialah bertolak dari asumsi bahwa
kebijakan pendidikan akan sangat di-
pengaruhi oleh sistem politik yang se-
dang berlaku. Sebagaimana pendapat
Cogan (1998:5) tentang pertautan antara
pendidikan kewarganegaraan dan ke-
kuasaan, maka kecenderungan Pendi-
dikan Kewarganegaraan di Indonesia
sebelum dan selama Orde Baru mencer-
minkan kepentingan kekuasaan yang
cenderung menjadi indoktrinasi dan
pembentukan ideologi hegemoni dari-
padaaspek pendidikan itu sendiri. Pada
bagian berikutnya, artikel ini memapar-
kan implikasi kebijakan pendidikan be-
rupa standarisasi isi kajian Pendidikan
Kewarganegaraan sebagaimana tampak
dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Rl No. 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah.

PEMBAHASAN

Studi tentang kebijakan pendidikan
tidak dapat dilepaskan dari pengkajian
politik pendidikan itu sendiri. Wong
(1995:21) menyebutkan bahwa politik
pendidikansebagaisebuah lapangan ka-
jian keilmuan memiliki akar intelektual-
nya dalam ilmu politik. Dengan demi-
kian, perhatian utama politik pendidik-
an akan mempergunakan pula domain-
domain ilmu politik seperti: kekuasaan
(power), pengaruh (influence), konflik
(pertikaian), dan alokasi nilai-nilai oto-
ritatif (authoritative allocation of values).

Pada tingkat global, kajian pendi-
dikan kewarganegaraan telah memiliki
arti penting. Dengan latar belakang evo-
lusi pemikiran kewarganegaraan di Ing-
gris dari sosiolog Thomas Humprey
Marshall, Isin dan Turner (2007:7-14)
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mengungkapkan bahwa agenda peneli-
tian kewarganegaraan di masa depan
akan terkait dengan masalah-masalah
perjuangan untuk mendapatkan redis-
tribusi, pengakuan (recognition), kewar-
ganegaraan versus hak asasi manusia
(citizenship versus human rights), dan ke-
warganegaraan global versus kewarga-
negaraan kosmopolitan (global citizen-
ship versus cosmopolitan citizenship). Hal
ini akan terkait dengan kenyataan bah-
wa kewarganegaraan dan hak asasi ma-
nusia merupakan sesuatu yang penting
untuk mewujudkan masyarakat demo-
kratis yang efektif. Dengan demikian,
“Citizenship is essential for cultivating ci-
vic virtues and democratic values” (lIsin
dan Turner, 2007:5). Pada bagian lain,
dari pengalaman pengembangan pendi-
dikan kewarganegaraan di Inggris sejak
lahirnya dokumen Crick Report (Quality
Curriculum Association, 1998) tentang
pendidikan kewarganegaraan untuk se-
kolah-sekolah di Kerajaan Inggris, Osler
dan Starkey (2006: 435-439) menemukan
kecenderungan penelitian dan kajian
pendidikan kewarganegaraan dengan
tema-tema global injustice and inequality,
globalization and immigration, concern
about civic and political engagement, youth
deficit, the end of Cold War, and, anti-de-
mocratic and racial movements.

Sebuah laporan KomisiInternasional
UNESCO tentang Pendidikan Abad 21
(Report to UNESCO of The International
Commission on Education for the Twenty-
first Century), yang diketuai Jacques
Delors, bertajuk Learning: The Treasure
Within (1996), tentang arti penting pen-
didikan kewarganegaraan menarik un-
tuk dicermati. Selain telah menjadi tu-
gas Komisi tersebut untuk merumuskan
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arti penting pendidikan memasuki mi-
lenium ketiga, ada satu bagian penting
dari laporan tersebut yang secara ter-
buka menyebutkan arti penting partisi-
pasi demokrasi dari warga negara da-
lam kehidupan global. Hal ini ditegas-
kan bahwa,
“As education for citizenship and democracy
is par excellence an education that is not
restricted tothe space and time of formaledu-
cation, it is also important for families and
other members of the community to be di-
rectly involved” (Delors, et.al., 1996:62).

Dengan demikian, pendidikan ke-
warganegaraan tidak hanya berlaku di
lingkungan pendidikan formal, namun
juga penting bagi keluarga dan anggota
masyarakat untuk terlibat secara lang-
sung.

Pada bagianlain, laporan komisi ter-
sebut juga mengukuhkan arti penting
partisipasi demokratis melalui pendi-
dikan kewarganegaraan dan praktik ke-
warganegaraan dengan menekankan
perlunya sebuah hubungan sinergis an-
tara pendidikan dan praktik demokrasi
partisipatori. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa dalam pendidikan ke-
warganegaraan:

... not only should everyone be trained to

exercise their rights and fulfil their duties,

but use should be made of lifelong education
in order to build an active civil society which,
occupying the middle ground between scat-
tered individualsand adistant political autho-
rity, would enable each person to shoulder
his or her share of responsibility in the com-
munity, with a view to achieving true soli-
darity. Thus, the education of each citizen
must continue throughout his or her life and
become part of the basic framework of civil
society and living democracy (Delors, et.al.,
1996: 63).
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Perhatianterhadap arti penting pen-
didikan kewarganegaraan tersebutmem-
perkuat pandangan yang menyatakan
bahwa persoalan kehidupan warga ne-
gara dalam sistem nilai demokrasi telah
mengalami globalizing” atau ”globalized.”
Patrick (2002:1) menyebutkan bahwa
hentakan global dari ide demokrasi se-
lama perempat terakhir abad ke-20 te-
lah membuka dunia luas dengan minat
baru terhadap pendidikan kewargane-
garaan. Para pemimpin di bekas nega-
ra-negara komunis telah mewujudkan
pembangunan demokrasi yang otentik
yang tergantung kepada pembangunan
melalui pendidikan yang menjadikan
warga negara kompeten dan bersung-
guh-sungguh. Mereka tahu apa itu de-
mokrasi, bagaimanamelakukannya, dan
mengapa demokrasi itu baik, atau pa-
ling sedikit lebih baik dari alternatif
tipe-tipe sistem politik yang pernah ada
(Patrick, 2002:1). Munculnya perhatian
internasional tentang pendidikan demo-
krasi melalui pendidikan kewargane-
garaan sebagai salah satu sarana utama-
nya telah merangsang pemikiran ma-
syarakat internasional. Organisasi antar-
pemerintah seperti Uni Eropa maupun
organisasi internasional masyarakat ke-
wargaan seperti Civitas, menunjukkan
indikator lainnya. Keduanya menunjuk-
kan bahwa demokrasi sebagai sebuah
nilai universal tidak akan mungkin men-
jadi satu kenyataan global, sebagai com-
mon sense masyarakat dunia, tanpa ada
sebuah ikhtiar yang intensif dan serius
secara internasional melalui apa yang
disebut pendidikan.

Sejalan dengan tuntutan global ter-
hadap peran penting pendidikan kewar-
ganegaraan, Indonesia telah mengalami

pergeseran paradigmatik pendidikan ke-
warganegaraan. Paradigma baru ini
memfokuskan diri pada upaya memben-
tuk pesertadidik sebagai masyarakat ke-
wargaan (civil society) dengan member-
dayakan warga negara melalui proses
pendidikan agar dapat berpartisipasi ak-
tif dalam sistem pemerintahan negara
yang demokratis(Muchson, 2004:32). Se-
hubungan dengan paradigma baru itu,
kajian pendidikan kewarganegaraan ber-
tujuan membentuk para peserta didik
agarmemiliki kompetensi sebagai “war-
ga negara yang baik” dalam hal (1) civic
knowledge (pengetahuan kewarganegara-
an); (2) civic skills (ketrampilan kewarga-
negaraan); dan (3) civic dispositions (ka-
rakter kewarganegaraan) (Muchson,
2004:33).

Kajian Pendidikan Kewarganegara-
an yang mulai diperkenalkan menje-
lang 2004 (kemudiandikenal sebagai Ku-
rikulum Berbasis Kompetensi, KBK) oleh
banyak kalangan dinilai sangat kering
dengan muatan nilai moral, khususnya
nilai moral Pancasila, namun sarat de-
ngan kajian konsep-konsep politik dan
hukum. Sebelum KBK, mata pelajaran
pendidikan kewarganegaraan dalam
PMP ataupun PPKn didominasi oleh
materi nilai-nilai moral Pancasila (La-
ngenberg,1990:132). Hal ini mencermin-
kan bahwa PMP atau PPKn lebih me-
rupakan pendidikan budi pekerti dari-
padapendidikan kewarganegaraan yang
sesungguhnya. Cakupan substansi kaji-
an dan kompetensi kewarganegaraan
yang diharapkan dari PKN itu sendiri,
yaitu upaya pembentukan warga nega-
ra yang baik (good citizen) dalam warga
negara demokratis yang bertanggung
jawab dan berpartisipasi aktif dalam
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kehidupan sistem politik negaranya,
disederhanakan hanya menjadi semata-
mata menghapalkan nilai-nilai moral,
bagaimana harus berbuat baik dan
tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-
moral secara formal.

Sementara itu, ada kesenjangan pu-
la antara pembelajaran pendidikan ke-
warganegaraan di lembaga pendidikan
formal (sekolah) dengan keadaan kong-
kret di masyarakat, sehingga ada kecen-
derungan bahwa pendidikan kewarga-
negaraan tercerabut dari akar konteks
kehidupan siswa sebagai warga negara.
Sebagaimana pengkajian oleh para sar-
jana (Kalidjernih, 2005; Cholisin, 2004)
terhadap fungsi pendidikan kewargane-
garaan pada masa Orde Baru, semakin
memperkuatalasanbahwa peran pendi-
dikan kewarganegaraan semata sebagai
sarana penyaluran kepentingan rezim,
pengagungan harmoni (selaras, serasi,
dan seimbang) dengan menolak peng-
akuan terhadap perbedaan dan konflik.

Keadaan pendidikan kewarganega-
raan yang demikian, telah mengalami
pergeseran paradigmatis seiring dengan
tuntutan reformasi. Dalam makalah ini,
reformasi pendidikan diartikan sebagai
upaya pembaharuan berupa perubahan
dan dan perbaikan ke arah kemajuan
dalam dunia pendidikan secara kom-
prehensif. Dengan demikian, reformasi
mencakup proses dan hasil.

Proses reformasi ini berkait erat de-
ngan proses politik pendidikan dan
mengikuti mekanisme pembuatan ke-
putusan, yakni mulai dari tahap input,
process, dan output. Margaret S. Archer
(1985:39) menjelaskan bahwa politik pen-
didikan sebagai:
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“... the attempts (conscious and organized to
some degree) to influence the inputs, process-
es and outputs of education, whether by le-
gislation, pressure group or union action, ex-
perimentation, private investment, local tran-
sactions, international innovation or propa-
ganda.”

Dari pengertian tersebut, tampak je-
las bahwa reformasi pendidikan akan
melibatkan banyak elemen baik di ting-
kat suprastruktur maupun infrastruktur,
yang tujuan utamanya ialah terjadi per-
ubahan dan pembaharuan di bidang
pendidikan.

Di kalangan sarjanapolitik pendidik-
an dikenal dua kelompok aliran (Wong,
1995:24-25) yang mengajukan konsep-
tualisasi struktur kekuasaan dan prak-
tik demokrasi. Pertama, kelompok “eli-
tis,” mengajukan kerangka yang memu-
satkan kepada bagaimana komunitas
ekonomi dan elite politik secara erat
mendominasi pembuatan kebijakan pen-
didikan. Kedua, kelompok *“pluralis,”
perspektifnya memfokuskan kepada ke-
bijakan-kebijakan pendidikan (sekolah)
yang dipengaruhi oleh persaingan ke-
pentingan, perselisihan partisan, dan pe-
milihan terbatas.

Sejalan dengan teorisai Easton (1966:
339) terhadap kajian sistem politik de-
ngan menganalisis bagaimana keputus-
an-keputusan otoritatif dibuat, analisis
kebijakan politik pendidikan akan ter-
kait erat dengan proses-proses pem-
buatan keputusanpolitik (kebijakan pen-
didikan). Dalam proses pembuatan ke-
putusan itulah kerja mekanisme politik
(input-proses-output) amat menentukan
akomodasi dan agregasi nilai-nilai yang
diperjuangkan baik oleh pemerintah,
kelompok kepentingan, dan organisasi
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masyarakat lainnya. Proses akomodasi
dan agregasi kepentingan memerlukan
berbagai perundingan.

Archer (1985:42-47) mengelompok-
kan tiga tipe negosiasi dalam analisis
politik pendidikan: tipe “internal initia-
tion,” tipe “external transaction,” dan tipe
“political manipulation.” Dalam tipe ini-
siasi internal upaya perubahan kebijak-
an pendidikan datang dari kalangan
profesi pendidikan, seperti organisasi
guru atau kelompok sarjana pendidikan
yang relevan. Tujuan inisiatif dapat be-
ragam, namun akan selalu tergantung
kepada profesi yang diperolehnya, dan
hak-hak legal untuk mewujudkannya
dalam kenyataan sehari-hari. Untuk ini,
inisiasi internal perlu melakukan per-
tukaran sumber daya dengan kelom-
pok-kelompok kepentingan eksternal.
Dalam tipe transaksi eksternal, nego-
siasi oleh kelompok internal pendidikan
akan melibatkan kelompok kepentingan
eksternal. Pada tipe manipulasi politik,
proses negosiasi dimaksudkan untuk
mempengaruhi antara pemerintah dan
kelompok profesi di satu pihak, dan
tipe pertama dengan tipe ketiga, di pi-
hak lain untuk memberikan penolakan
atau dukungan terhadap alokasi nilai
yang diperjuangkan sebagai kebijakan
publik.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWAR-
GANEGARAAN ERA REFORMASI
DI INDONESIA

Kebijakan pendidikan tentang pen-
didikan kewarganegaraan di sejumlah
negara, seperti di Inggris (di bawah pe-
merintahan Partai Buruh sejak 1997)
ataupun Afrika Selatan (sejak berakhir
pemerintahan apartheid sejak 1994), lahir

dari kemauan (kepentingan) politik pe-
mimpin nasional dan gerakan masya-
rakat kewargaan untuk membangun ta-
tanan kehidupan bernegara yang sehat.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan pen-
didikan kewarganegaraan sulit ditemu-
kan inspirasi dan sumber motivasinya
yang berasal dari kekuatan politik (par-
tai politik) baik di dalam parlemen mau-
pundiluarparlemen. Upaya-upayalegis-
lasi, baik di DPR maupun MPR era re-
formasi terhadap kebijakan pendidikan
nasional secara umum sama sekali tidak
menyinggung secara khusus penting-
nya reformasi pendidikan kewargane-
garaan.

MPR sebelum amandemen ketiga
(2001) dan keempat (2002), sebagai lem-
bagatertinggi negara memang telah me-
lahirkan produk hukum yangmembuka
jalanrefomasipendidikan secara menye-
luruh. Perdebatan di persidangan MPR
1999 dan kemudian dirumuskan dalam
dokumen GBHN 1999 secara tegas me-
nuntut reformasi di bidang pendidikan
antara lain melalui pembaharuan kuri-
kulum dan instrumen pendidikan lain-
nya. Berturut-turut dalam amandemen
Pasal 31 UUD 1945 secara tegas mem-
posisikan aturan pokok kebijakan pen-
didikan nasional. Konstitusi (UUD 1945)
sebagai dokumen rujukan hukum ter-
tinggi secara terang benderangpula me-
negaskan bagaimana peran negara dan
warga negara di bidang pendidikan di-
atur dalam pasal tersebut.

Proses politik untuk mereformasi ke-
bijakan pendidikan nasional tampak da-
lam pemahasan RUU Sisdiknas 2003 di
DPR. RUU ini menjadi salah satu con-
toh bagaimana kebijakan pendidikan
lahir dari kemauan politik lewat usul
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inisiatif DPR di Komisi VI. Cerminan
aspirasi politik rakyat melalui para ang-
gota DPR memberikan gambaran bah-
wa kehendak kuat untuk mereformasi
sistem pendidikan nasional menapak
kuat setelah era reformasi.

UU Sisdiknas 2003 sebagaimana UU
Sisdiknas 1989 mendudukan posisi PKn
sebagai mata kajian pengembangan ke-
pribadian mulai dari jenjang pendidik-
an dasar hingga pendidikan tinggi, ber-
sama-sama dengan mata pelajaran aga-
madan bahasa. Berbeda dengan UU Sis-
diknas 1989 yang selain mencantumkan
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan, maka dalam UU Sis-
diknas 2003 tidak ada lagi nama mata
pelajaran Pendidikan Pancasila, tetapi
hanya Pendidikan Kewarganegaraan.
UU Sisdiknas 2003 sudah dengan tepat
tidak mencantumkan lagi Pendidikan
Pancasila dalam kurikulum pendidikan
nasional, karena penamaan “Pancasila”
di belakang kata “pendidikan” justru
menurunkan posisi Pancasila sebagai
dasar negara, yang sebenarnya tidak
boleh direduksi menjadi pelabelan-pe-
labelan, seperti ekonomi Pancasila, de-
mokrasi Pancasila.

Bagaimanapun, pendidikan kewar-
ganegaraan di negara manapun di du-
nia, yang menjadi great ought-nya ialah
dasar sistem politik dari negara yang
bersangkutan. Indonesia sudah pasti da-
sar kehidupan berbangsa bernegaranya
ialah Pancasila, yang dengan sendirinya
Pendidikan Kewarganegaran sebagai
upayapembentukan warga negara yang
akan mendasarkan diri kepada Pancasi-
la sebagai dasar negara. Ini juga sejalan
dengan kemauan politik MPR pada Si-
dang Istimewa 1998 yang menegaskan

273

kembali Pancasila sebagai dasar negara
dan mencabut Ketetapan MPR 1978 ten-
tang P4. Sebagaimana diketahui bahwa
P4 merupakan materi pokok dari pendi-
dikan kewarganegaraan selama Orde
Baru (baik dalam nama PMP maupun
PPKn). Penjelasan di atas memperlihat-
kan bahwa reformasi pendidikan khu-
susnya pendidikan kewarganegaraan ti-
dak dapat dilepaskan dari kepentingan
politik nasional. Dengan demikian, sis-
tem politik sangat kuat mempengaruhi
arah politik pendidikan.

Setelah bergulirnya kebijakan Stan-
dar Nasional Pendidikan melalui Per-
aturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005,
proses pembuatan kebijakan pendidik-
an nasional tidak lagi semata-mata di-
ampu oleh Pemerintah melalui Departe-
men Pendidikan Nasional. Kehadiran
Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP) di satu sisi menjadi lembaga pe-
nyusun kebijakan tentang standarisasi
pendidikan, namun di sisi lain badan
ini juga nampaknya telah menggeser
peran alat birokrasi Depdiknas seperti
Pusat Kurikulum.

Pada bagian lain, UU Sisdiknas 2003
kemudian melahirkan kebijakan yang
menonjol seperti standar nasional pen-
didikan. Pembentukan BSNP berdasar-
kan PP 19 Tahun 2005 dimaksudkan un-
tuk mewujudkan standar nasional ter-
sebut. Implikasi dari kehadiran BSNP
ialah bahwa terdapat pergeseran pem-
buatan keputusan dalam kebijakan pen-
didikan terutama terkait dengan kuri-
kulum pendidikan nasional. Sebelum
PP 19 Tahun 2005 lahir, keputusan-ke-
putusan untuk memproduksi kebijakan
kurikulum hulunya berada di Balitbang
melalui Pusat Kurikulum. Namun sete-
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lah PP itu lahir, Pusat Kurikulum be-
kerja pada aspek teknis kebijakan yang
disusun oleh BSNP melalui Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional, seperti
melakukan kajian kebijakan SI atau
pemberian bantuan teknis KTSP dan
menemukan inovasi-inovasi kurikulum
untuk melaksanakan SI.

Antara SI dan SKL Mata Pelajaran
PKn yang diatur dalam Permendiknas
No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 menun-
jukkan bagaimana produk kebijakan
pendidikan ini menyesuaikan diri de-
ngan kebutuhan dan tuntutan reformasi
nasional. Sebagaimana diketahui bahwa
sebelum era reformasi kurikulum bersi-
fat sentralistik, dan kontennya menun-
jukkan kepentingan politik rezim. De-
ngan demikian, tesis Cogan (1998) yang
menyatakan bahwa kepentingan kekua-
saan rejim politik nasional terhadap ke-
bijakan pendidikan kewarganegaraan se-
belum era reformasi adalah tepat. Na-
mun, tesis tersebut menjadi tidak rele-
van untuk menunjuk Sl dan SKL Mata
Pelajaran PKn 2006. SI dan SKL Mata
Pelajaran PKn justru tunduk dengan ke-
pentingan “rezim standardisasi” yang
secara universal telah dikembangkan
oleh berbagai macam teorisasi maupun
model-model Pendidikan Kewargane-
garaan di sejumlah negara.”Rezim stan-
dardisasi” yang dimaksud ialah bahwa
standar minimal kajian pendidikan ke-
warganegaraan yang mesti dimuat da-
lam S| Mata Pelajaran PKn telah terpe-
nuhi. Standar minimal tersebut secara
konseptual memenuhi komponen-kom-
ponen kompetensi kewarganegaraan ser-
ta substansi kajian PKn sebagaimana di-
kembangkan oleh CCE (1994) maupun

sejumlah pengembang PKn,
Print (1999) dan Patrick (1999).

Di bagian lain, standardisasi pendi-
dikan nasional juga menunjukkan bah-
wa kebijakan pendidikan menunjukkan
keberhasilan tuntutan politik, tuntutan
globalisasi dan tuntutan kemajuan (pro-
gress) (Tilaar, 2006: 76-77). Standardi-
sasi nasional pendidikan sebenarnya
akan menjadi lebih bermakna penting
bagi perbaikan sistem pendidikan na-
sional, jika keberadaan BSNP bukan un-
tuk menjadi alat kekuasaan pemerintah
melalui pendidikan.

Sebelum BSNP dibentuk, kebijakan-
kebijakan tentang kurikulum nasional
antaralainbanyak lahir dan dikembang-
kan oleh Pusat Kurikulum. Perihal ini,
amat menarik untuk membandingkan
keadaan pengembangan kebijakan stan-
dardisasi isi dilndonesia, terutama stan-
darisiPendidikan Kewarganegaraan de-
ngan hasil penelitian Kidwell (2005: ix-x)
yang mengkaji hubungan antara kebi-
jakan negara bagian di Amerika Serikat
yang secara eksplisit menyajikan pen-
didikan kewarganegaraan sejak Taman
Kanak-kanakhinggaKelas 12 (K-12) dan
keberadaan kurikulumnya. Hasil pene-
litianterhadap kebijakan pendidikan ke-
seluruhan dari 50 negara bagian di Ame-
rika Serikat menunjukkan bahwa perlu
kebijakan negara bagian yang efektif se-
bagai basis bangunan kurikulum pen-
didikan kewarganegaraan yang berkua-
litas tinggi dan sistem pengajarannya.
Temuan penelitian itu juga memasukan
hasil identifikasi kondisi kritis terhadap
pelaksanaankebijakan secara efektif. Sa-
lah satu keadaan tersebut adalah kom-
ponen-komponen pendidikan kewarga-
negaraan berbasis standar yang diim-

seperti
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plementasikan secara intensional dan
perencanaan sistematis. Hal kedua ber-
kaitan dengan disiplin pendidikan ke-
warganegaraan yang memerlukan keca-
kapan-kecakapan kewarganegaraan (ci-
vic skills) di luar memorisasi dan hapal-
an bahan ajar. Hasil penelitian juga me-
nemukan kesepakatan nasional atas stan-
darisasi sebagai seperangkat indikator
untuk indeks siswa terhadap pembe-
lajaran pendidikan kewarganegaraan.
Standardisasi isi pendidikan kewar-
ganegaraan sebagaimana tampak dalam
Lampiran Peraturan Menteri Pendidik-
anNasional RI No. 22 Tahun 2006 mem-
berikanpemaknaansebagai berikut. Per-
tama, orientasi pendidikan kewargane-
garaan telah berpijak kepada kajian an-
tardisiplin yang jelas, yaitu bidang po-

litik, hukum, dan nilai moral (Pancasila).

Hal ini nampak pada struktur materi
kajian Pendidikan Kewarganegaraan se-
bagaimana dirangkum dalam Tabel 1.
Pada kurikulum-kurikulumsebelumnya
kajian Pendidikan Kewarganegaraan ti-
dak memiliki akar penjelasan ilmiah
yang memadai karena mendasarkan
diri kepada nilai-nilai yang merupakan
tafsir ideologi yang dibuat oleh rezim
kekuasaan yang ada. Tabel 2 menunjuk-
kan bagaimana Pancasila yang ditafsir-
kan dalam bentuk P4 dijadikan inti ka-
jian Pendidikan Kewarganegaraan da-
lam matapelajaran PPKn. Tidak ada
yang buruk dengan nilai-nilai tersebut,
hanya saja ini berakibat kepada anggap-
an bahwa Pendidikan Kewarganegara-
an ialah pendidikan budi pekerti atau
semata pendidikan moral.

Penelitian Kalidjernih (2005) menun-
jukkan bahwa selama Orde Baru di In-
donesia melalui pendidikan kewarga-
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negaraan nampak betapa kuatnya ke-
pentingan rezim tersebut. Hal itu nam-
pak dalam buku-buku teks pendidikan
kewarganegaraan terbitan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan bersama
BP-7 Pusat sebagai buku wajib di seko-
lah,yang menggambarkan kuatnya kon-
sep ideologi negara, konstitusi nasional
dan ide negara integralistik, sebagai
suatu prinsip panduan dalam narasi
bangsa. Penelitian Kalidjernih ini nam-
pak memperkuat tesis Bourchier (2007:
346-365)yangmenjelaskan pengaruh pe-
mikiran integralistik Hegelian dalam re-
zimentasi pendidikan era Orde Baru,
khususnya melalui pendidikan kewarga-
negaraan yang sarat kepentingan rezim
(seperti dalam bentuk Penataran P4,
mata pelajaran PMP dan PPKn di seko-
lah dasar dan menengah, serta Pendi-
dikan Kewiraan di perguruan tinggi).
Kedua, akibatdaripengkajianPendi-
dikan Kewarganegaraan yang mengacu
kepada standar keilmuan yang umum
berlaku sebagai pendidikan kewargane-
garaan di negara-negara demokratis ia-
lah bahwa standar isi kajian tidak lagi
bergantung pada pergantian rezim. Se-
bagaimana telah diketahui bahwa di
masa sebelumnya, terdapat stigma yang
dilekatkan kepada mata pelajaran Pen-
didikan Moral Pancasila (PMP) atau
Pendidikan Pancasila dan Kewargane-
garaan (PPKn), termasuk pula kepada
institusi lembaga pendidikan tenaga ke-
pendidikan (LPTK)bernamalKIP (STKIP
atau FKIP Universitas) yang di dalam-
nya terdapat Jurusan/Program Studi
PPKn. Stigma negatif diarahkan kepada
matapelajaran dan jurusan ini karena ti-
dak berhasil menanamkan moral Panca-
sila, dengan makin maraknya korupsi
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dan krisis moral para pejabat serta po-
litisi. Ini selain tidak adil juga terkesan
bahwa tanggung jawab mendidik moral
bangsa dibebankan hanya kepada lem-
baga ini. Padahal, pendidikan sebagai
tanggung jawab negara sejak Indonesia
merdeka selalu mengalami marjinalisasi
dalam kebijakan nasional seperti angga-
ran belanja negara (APBN) yang kurang

Tabel 1.
di Indonesia

dari 20 persen. Sementara itu, Pendidik-
an Kewarganegaraan dalam PPKn sen-
diri meski katanya menjadi mata kajian
penting seperti disebut dalam bagian
UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) di masa
Orde Baru, namun nasibnya sekadar
alat pembangunan.

Inti Kajian dan Uraian Materi Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2006

Topik Inti Kajian  Uraian Materi Kajian

1. Persatuan dan
Kesatuan Bangsa

Hidup rukun dalam perbedaan; Cinta lingkungan; Kebanggaan seba-
gai bangsa Indonesia; Sumpah Pemuda; Keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; partisipasi dalam pembelaaan negara; sikap po-
sitif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; keterbukaan dan

jaminan keadilan.
2. Norma, Hukum,
dan Peraturan

Tertib dalam kehidupan keluarga; tertib di sekolah; norma yang berla-
ku di masyarakat; peraturan-peraturan daerah; norma-norma dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara; sistem hukum dan peradilan
nasional; hukum dan peradilan internasional.

3. Hak Asasi
Manusia
matan HAM.

Hak dan kewajiban anak; Hak dan kewajiban anggota masyarakat;
Instrumen nasional dan internasional HAM; Pemajuan, dan penghor-

4. Kebutuhan Warga Hidup gotong royong; harga diri sebagai warga masyarakat; kebebas-

Negara

an berorganisasi; kemerdekaan mengeluarkan pendapat; menghargai

keputusan bersama; prestasi diri; persamaan kedudukan warga ne-

gara.

5. Konstitusi Negara Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama; konstitusi-konsti-
tusi yang pernah digunakan di indonesia; hubungan dasar negara

dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan

Pemerintahan desa dan kecamatan; pemerintahan daerah dan otono-
mi; pemerintah pusat; demokrasi dan sistem politik; budaya politik;

budaya demokrasi menuju masyarakat madani; sistem pemerintahan;

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;

proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; Pengamalan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Pancasila sebagai ideo-

Politik
pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila
logi terbuka.
8. Globalisasi

Globalisasi di lingkungannya; politik luar negeri indonesia di era glo-

balisasi; dampak globalisasi; hubungan internasional dan internasio-
nal; dan mengevaluasi globalisasi.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
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Tabel 2. Konsep Nilai, Moral, dan Norma Pancasila dalam GBPP PPKn SMA dan
Pola Penyebaran serta Acuan Pengembangannya

Sila-Sila Pancasila

Pokok Bahasan

Pokok Bahasan

Pokok Bahasan

Kelas | Kelas I Kelas Il
1. Toleransi 4. Ketagwaan 7. Kerukunan
Ketuhanan Yang ] . I
Maha Esa 2. Kerukunan 5. Saling menghormati 8. Nilai Luhur
3. Keselarasan 6. Kerjasama 9. Keyakinan
Kemanusiaan yang  10. Menghargai 13. Keramah tamahan 16. Keadilan-
adil dan beradab kebenaran

Sersatuan Indonesia

Kerakyatan yang di-
oimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam

oermusyawaratan/
oerwakilan

Keadilan Sosial bagi
seluruh Rakyat

11. Persamaan derajat
martabat
12. Kasih sayang

19. Cinta tanah air
20. Patriotisme
21. Kewaspadaan

28. Kebijaksanaan

29. Musyawarah
. Ketertiban

37. Pengabdian
. Kegotongroyongan

14. Keserasian hidup

15. Martabat dan harga
diri
22. Kesatuan

23. Kesetiaan
24. Kesatuan-persatuan

31. Keikhlasan dan
Kejujuran
32. Tanggung jawab

33. Nilai Lebih Demokrasi 36.

Pancasila

40. Kedisiplinan
41. Kesederhanaan

17. Kecintaan

18. Tenggang rasa

25. Kebanggaan
26. Kebulatan tekad
27. Kesetiaan

34. Ketaatan

35. Keikhlasan

Pengendalian dit

43.
44,

Keadilan sosial
Bekerja sama

Indonesia 39. Kepentingan umum

42. Kecermatan dan hidup 45.
hemat

Tolong menolong

Sumber: Djahiri dan Wahab (1996:85)

Ketiga, akibat lain dari pengkajian
Pendidikan Kewarganegaraan yang me-
ngacu kepada standar keilmuan ialah
makin jelas siapa saja yang berhak me-
lakukan proses pembelajaran Pendidik-
an Kewarganegaraan di sekolah. Sangat
mustahil pembelajaran kedelapan topik
dari standar kajian Pendidikan Kewar-
ganegaraan itu dapat mencapai sasaran-
nya (standar kompetensi lulusan) jika
sang pendidik (guru) tidak memahami
substansi dan komponen kajiannya. Di
masa lalu, ada adagium yang cende-
rung melecehkan profesi guru Pendi-
dikan Kewarganegaraan. Hal ini ter-

bukti bahwa siapapun dapat mengajar-
kan materi Pendidikan Kewarganegara-
an (baikdalammatapelajaranPMP mau-
pun PPKn ketika itu), meskipun bukan
dari lulusan Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan LPTK.Seiringdengan
kebijakan standarisasi tenaga pendidik,
makaadarelevansi antara misi pemben-
tukan warga negara demokratis melalui
pembelajaran Pendidikan Kewarganega-
raan dengan pelaku Pendidikan Kewar-
ganegaraan itu sendiri yang memiliki
kompetensi profesional (di samping as-
pek pedagogik, personal, dan sosial) se-
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bagaimana harapan normatif UU RI No.

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dari penjelasan tersebut di atas, re-
formasipendidikan kewarganegaran da-
pat dimaknai sebagai titik temu kepen-
tinganduahal. Secara internal, perubah-
an politik melalui gerakan reformasi na-
sional telah mendorong pembaharuan
pendidikan kewarganegaraan sebagai
bagian dari gerakan reformasi pendi-
dikan nasional secara keseluruhan. Pi-
lihan reformasi pendidikan kewargane-
garaan tidak semata-mata merubah pa-
radigma kajian yang menekankan kepa-
da penguasaan subject matters yang do-
minanaspekafektif, tetapi bergeser (ber-
ganti) kepada paradigma kajian yang
menekankan kepada penguasaan kom-
petensi kewarganegaraan bagi para sis-
wa meliputi aspek pengetahuan (materi
kajian), aspek keterampilan/kecakapan
dan aspek perilaku.

Secara eksternal, wacana penguatan
masyarakat kewargaan pasca-Perang Di-
ngin di sejumlah negara bekas komunis
di Eropa Timur ataupun rezim otoriter
di Afrika Selatan telah mendorong per-
kembangan pendidikankewarganegara-
ansebagaicara membentuk warga nega-
ra demokratis. Dengan disponsori oleh
asosiasi profesi seperti Center for Civic
Education (CCE) Calabasas, Amerika Se-
rikat, model-model pendidikan kewarga-
negaraan yang menyokong penguatan
masyarakat kewargaan di Eropa Timur
sangat gencar dilakukan. Upaya CCE
untuk menyokong reformasi pendidik-
an kewarganegaraan di Indonesia per-
nah dilakukan melalui Center for Indone-
sia Civic Education (CICED) ataupun
ICCE Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Dalam kasus In-

donesia, reformasi pendidikan kewarga-
negaraan yang melibatkan peran CCE
tidak serta-merta menembus ke lemba-
ga pemerintah, Departemen Pendidikan
Nasional. Akibatnya, reformasi pendi-
dikan kewarganegaraan dengan para-
digma baru itu tidak secara murni lahir
dariinisiatifdepartemen pemerintah ter-
sebut, tetapi “infiltrasi” darijaringan aka-
demisi di bawah bendera pusat kajian
pendidikan kewarganegaraan semacam
CICED. Dengan demikian, ada keterkait-
an antara faktor internal dan eksternal
terhadap proses reformasi pendidikan
kewarganegaraan, di mana pembaharu-
an lahir dan digerakkan oleh gerakan
masyarakat kewargaan berbasis kam-
pus, dengan memanfaatkan forum-fo-
rum Departemen Pendidikan Nasional.
Di luar kedua faktor tersebut, lahir-
nya standardisasi pendidikan kewarga-
negaraan sebagaimana standardisasi un-
tuk mata pelajaran lainnya dalam Per-
aturan Menteri Pendidikan Nasional No.
22 Tahun 2006, menandai bahwa kebi-
jakan pendidikan nasional Indonesia te-
lah menyesuaikan diri dengan tuntutan
“neo-liberal” pendidikan. Indikasi “neo-
liberal” dunia pendidikan ialah dengan
diterimanya standardisasi untuk semua
urusan, termasuk standar isi dan kom-
petensi lulusan suatu mata pelajaran.
Dengan demikian dapat dipastikan bah-
wa secara substansial pendidikan ke-
warganegaraan di Indonesia akan sama
ketika berbicara hak asasi manusia,
konstitusi,masyarakat kewargaan, insti-
tusi politik, sistem demokrasi, dan rule
of law. Hal pembeda hanyalah pada kon-
teks nasional apa topik-topik tadi dikaji
dalam pendidikan kewarganegaraan.
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PENUTUP

Kebijakan tentang Pendidikan Ke-
warganegaraan dipersekolahan Indone-
sia era reformasi tidak dapat dilepaskan
dari politik nasional yang melatarinya.
Tuntutan reformasi di segala aspek ke-
hidupanberbangsa dan bernegara, pada
gilirannya telah membawa perubahan
paradigmatik kajian dan pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan di Indo-
nesia, standardisasi kompetensi lulusan,
dan, tenaga pengajar (guru). Hal ini, di
satu sisi semakin memantapkan kedu-
dukan Pendidikan Kewarganegaraan se-
bagai mata pelajaranpengembangan ke-
pribadian (sebagai warga negara yang
baik). Di sisi lain, merupakan tantangan
bagi para pengembang Pendidikan Ke-
warganegaraan agar di masa depan pe-
ngembangan substansi kajiannya tidak
tergantungkepada pergantian rezim ke-
kuasaan.
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